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Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembcntukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 l ); 

3. Undang · Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

Menimbang a. bahwa untuk mclaksanakar1 kctentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
menycbutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditctapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga 
Kabupaten Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUK.AN, SUSUN/\N ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJl\ DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDA!\N DAN OLAH RAGA 

KABUPATEN KOLAf<A TI.MUR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAK.A TIMUR 
NOMOR 51 TAHUN 2016 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN •. 



Dalam Pcraturan ini, yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah aclalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretariat daerah adalah Sckrctariat Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 

Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepernudaan 

dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas, 

8. .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan, dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu, 

Pasal l 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGS!, SETA TATA KERJA 
D!Ni\S PENDIDIK1-\N, KEPEMUDMN DAN OLAH RAGA 
KABUPATEN KOLAJ{A TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2014 Nomor 244,. Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

6. Peraturan Dacrah Kabupaten Kolaka Timur Nornor 21 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Koiaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). 
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(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BABJII 
KEOUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pcndidikan, kepemudaan dan 
olah raga. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepernudaan dan 
olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2, adalah Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan dan bidang kepcmudaan clan olahraga 
diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PER.'INGKAT DAEAAH 
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(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Guru clan Tenaga Kependidikan; 
d. Bidang Pendidikan Dasar; 
e. Bidang Pendidikan Usia Dini da.n Pcndidikan 

Masyarakat; 
f. Bidang Pernuda dan Olah Raga; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Satuan Pendidikan. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 7 

Dinas mernpunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewcnangan daerah dan tugas pernbantuan di 
bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga. 

Pasal6 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui 
Sekretaris Daerah. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
6, Dinas Pendidikan, Kepcmudaan clan Olah Raga 
rnenyclenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pernuda 

clan olahraga; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; 
c. pembinaan dan pelaksa.naan tugas di bidang pendidikan 

pemuda clan olahraga; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupali di 

bidang pendidikan pernuda dan olahraga; 
e. pelaksanaan pernbinaan teknis dan adminlstrasi pada unit 

pelaksana tcknis Dinas dan pejabat Iungsional di 
lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 

f. penyampaian laporan basil evaluasi, saran dan 
pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah; 

g. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsi dinas. 



( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Percncanaan: 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 12 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan kcbijakan, rencana dan 

program Dinas; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, rencana dan 

program Dinas; 
c. pcngelolaan, pengkcordinasian dan pclaksanaan urusan 

umum dan kepcgawaian serta keuangan; 
d. pembinaan dan memfasilitasi proses huku man disiplin 

kepada bawahannya berdasarkan pada peraturan 
Perundang-undangan; 

c. pclaksanaan monitoring dan evaluasi serta pclaporan 
kcgiatan Dinas; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pernberian 
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit dan 
satuan organisasi di lingkungan Din as .. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksucl pada ayat (1), dipirnpin 
oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas, 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekrctariat 

Pasal 9 

Kc pal a Dinas mernpunyai tu gas memimpin dan 
mcngkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan , kepernudaan dan olah raga yang menjadi 
kewenangan Dacrah dan tugas pembantuan serta bertanggung 
jawab atas terlaksananya tugas dan Iungsi dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat ( !), Bidang Bida.ng Guru dan Tenaga 
Kepcndidikan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga 

Kependidikan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga 

Kependidikan; 

Pasal 15 

(1) Bidang Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai 
tugas melaksanakan perurnusan kebijakan dan standarisasi 
teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan anak usia 
dini, pendio.kan rnasyarakat, pendidikan dasar . 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kcpada Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagia.n Ketiga 
Bidang Guru Dan Tenaga Kcpendidikan 

( l) Sub Bagian Perencanaan sebagairnana dimaksud clalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas rnenyusun 
pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan 
pcngkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan 
pelaporan program Dinas. 

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf b, mernpunyai tugas menyusun pedornan 
dan petunju k teknis serta rnelaksanakan urusan 
pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan 
kcuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan clan 
pertanggungjawaban keuangan. 

(3) Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mernpunyai 
tugas menyusun pedoman dan pctunju k teknis serta 
melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-rnenyurar dan 
kearsipan, kehurnasan dan protokoler, rurnah tangga, 
administrasi kepegawaian, kctatalaksanaan, pendidikan 
dan pelatihan aparatur serta hukurn dan Perundang­ 
undangan serta pclaksanaan urusan pengelolaan barang 
clan aset Dinas. 

Pasal 13 

(2) Sub Bagian scbagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
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(l) Seksi Guru clan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, 
pedornan, proscdur serta pernberian bimbingan teknis dan 
evaluasi dibidang pernetaan kebutuhan dan peningkatan 
kornpetensi, pengernbangan karier, perlindunga.n da.n 
penghargaan bagi tenaga kependidikan. 

(2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur serta 
pembcrian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang guru 
dan tenaga kependidikan, pengembangan karier, 
perlindungan dan penghargaan bagi Guru dan Tenaga 
Kependidikan Dasar. 

(3) Seksi Data dan Informasi Guru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi guru 
dan tenaga kependidikan, perumusan kebijakan, standar, 
kriteria, pedornan, prosedur serta pernberian informasi dan 
data dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 

Pasal 17 

( 1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas : 
a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, 

dan Pendidikan Masyarakat; 
b, Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar; 
c. Seksi Data dan Informasi Guru. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 

Pasal 16 

c. penyusunan standar, norrna, pedoman, kriteria, dan 
prosedur di bidang guru dan tenaga kependldikan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang guru dan 
tenaga kependidikan: 

e. pelaksanaan urusan adrninistrasi bidang guru dan tenaga 
kcpendidikan; 

f. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal 
Dinas dibidang guru dan tenaga kependidikan; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
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( 1 i Bi dang Pendidikan Dasar, tercliri atas : 
a. Seksi Pembinaan clan Kurikulum Pendidikan Dasar; 
b. Seksi Data clan lnforrnasi Pendidikan Dasar; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. 

(2) Seksi sebagaimana climaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. 

Pasal 20 

Dalam rnclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( 1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 

dasar; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pcndidikan dasar ; 
c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, clan 

prosedur di bidang pendidkan dasar ; 
cl. pemberian bimbingan teknis clan evaluasi di bidang 

pendidikan dasar ; 
e. pelaksanaan urusan administrasi di bidang pendidikan 

dasar; 
f. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal 

Dinas dibidang pendidikan dasar : 
g. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh kepala Dinas 

sesuai dengan tugas clan fungsinya; 

Pasal 19 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Bidang Pcnclidikan Dasar 
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(ll Bidang Pendiclikan Dasar mempunyai tugas merumuskan 
pelaksanaan kebijakan serta standarisasi tcknis di Bidang 
pendidikan dasar yang meliputi pembinaan pendiclikan 
dasar, pendidikan menengah, clan peningkatan sarana clan 
prasarana pcndidikan dasar, jenjang SD clan SMP; 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertangung jawab 
kepada Kepala Dinas. 



Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis di bidang 

pendidikan Anak Usia Dini, clan Pendidikan Masya..rakat; 
b. pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan 

Masyarakat; 
c. pembinaa.n Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan: 
d. pembinaan pendidika.n dan Tenaga Kependidikan Anak Usia 

Dini, dan Pendidika.n Masyara.ka.t; 

Pasal 23 

( 1) Bi dang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perurnusan 
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan , membina clan 
rnengurus kegiatan bidang pendidikan anak usia clini, dan 
pcndidikan masyarakat. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas: 

Pasal 22 

Bagian Kclima 
Biclang Pendiclikan Anak Usia Dini 

dan Pendiclikan Masyarakat 

(1) Seksi Pembinaan dan Kurikulurn Pendidikan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, 
mempunyai tugas mclaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi dibidang Pendidikan dasar, pembinaan dan 
kurikulurn dasar, pengernbangan bahan ajar serta 
pemberian izin operasional dan pernbinaan kelembagaan 
pada jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. 

(2) Seksi Data dan Inforrnasi Pendidikan Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan data dan Informasi bahan 
pcrumusan kebijakan, pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang pcndidikan dasar. 

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan 
dibidang Pendidikan dasar pad a jenjang Sckolah Dasar (SD) 
dan Seko!ah Menengah Pertama (SMP). 

Pasal 21 
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( 1) Seksi Pernbinaan dan Kurikulum Pcnclidikan Anak Usia Dini 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan pcnyiapan bahan 
perumusan kebijakan, st.andar, kriteria, pedoma.n, prosedur, 
serta pernberian bimbingan. teknis dan cvaluasi di bidang 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat. 

(2) Seksi Pembinaan da.n Kurikulum Pendidikan Masyarakat 
scbagaimana dirnaksud dalam PasaJ 24 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
pcrumusan kebijakan, standar, kriteria, pedornan, prosedur, 
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang 
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat. 

Pasal 25 

Masyarakat, terdiri atas : 
a. Seksi Pembinaa.n dan Kurikulum Pendidikan Anak Usia 

Dini; 
b, Seksi Pembinaan dan Kurikulum Pendidikan Masyarakat; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab 
kcpada Kepala Bidang Anak Usia Dini dan Pcndidikan 
Masyarakat. 

Pcndidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan ( 1) Bidang 

Pasal 24 

e. penyusunan program kerja, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang 
pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat; 

f. pendistribusian tugas, mernberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan; 

g. pelaksanaan koordinasi dcngan instansi terkait dalam 
rangka peningkatan Pcndidikan Anak Usia Dini; 

h. pemberian rekomendasi lzin Pendirian, penyelenggaraan 
Jembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dan Perididikan 
Masyarakat; 

i. pcngkoordinasikan pernbinaan karier dan penilaian kinerja 
pendidik dan lembaga Pendidikan Anak usia dini, dan 
Pendidikan Masyarakat; 

J. pclaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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( 1) Diclang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri atas : 
a. Seksi Pernbinaan dan Organisasi Kepemudaan; 
b, Seksi Pembinaan Keolahragaan; 
c. Seksi Pcmbinaan Minat, Bakat dan Prestasi. 

(2i Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kcbijakan di Bidang kepemudaan 

dan Olahraga; 
b. penyusunan standar, norma, pedoman, Kriteria, dan 

prosedur di bidang kepernudaan dan Olahraga; 
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

kcpemudaan dan Oiahraga; 
d. pelaksanaan urusan administrasi bidang kepemudaan dan 

olahraga secara berkala; 
e. pclaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal 

Dinas di bidang pemuda dan olahraga; 
f. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya; 

Pasal 27 

(1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas 
merumuskan dan rnelaksanakan kebijakan serra 
standarisasi teknis bidang kepernudaan dan olahraga. 

{2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepala Dinas 

Pasal26 

Bagian Keenam 
Bidang Kcpemudaan dan Olah Raga 

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perurnusan kebijakan, standar, kriteria, 
pedoman, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan 
evaluasi dibidang Pcndidikan Anak Usia Dini, dan 
Pcndidikan Masyarakat; 
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Kelornpok Jabat.an Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan 
sebagia.n tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 31 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis 
dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pclaksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Din as. 

(4) Ketentuan mengcnai pcmbentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi 
Tenggara. 

Pasal 30 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

( 1) Seksi Pembinaan dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 28 ayat (1) hruf a, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan pcrumusan kebijakan, 
stander, kriteria, pedoman, prosedur, scrta pcrnberian 
bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang keolahragaan 
organisasi kepemudaan. 

(2) Seksi Pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) hruf b, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan, 
standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pernberian 
bimbingan teknis, dan evaluasi, 

(3) Seksi Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) hruf c, mempunyai tugas 
rnelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
standar, kriteria, pedoman, prosedur, serta pemberian 
bimbingan teknis, dan evaluasi. 

Pasal 29 
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Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing clan bila tcrjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

melekat. 
pengawasan 

dilingkungan organisasi 
melaksanakan 

( 1) Dalarn melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-rnasing. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang mencrapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing­ 
masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan 
Pernerintah Daerah wajib 

Pasal 33 

BAB V 
TATA KERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 31 terdiri dari scjurnlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelornpok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditcntukan berdasarkan kcbutuhan dan be ban 
kerja. 

(4) Jer:is Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 32 
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(1) Da!am hal KepaJa Dinas berhalangan, Sekretaris 
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

Pasal 40 

Dal.am melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 39 

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mernpunyai hubungan kerja. 

Pasal 38 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
rnenyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 37 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 36 

Kcpala Dinas, mcmimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap peiaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal35 
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{1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas rnerupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepa1a Seksi lingkup Dinas 
mcrupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pcngawas. 

(7) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator dan Pejabat 
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu! Kepala 
Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan 
dengan Pcraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

Pasal 42 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalarn lingkungan Pernerintah Daerah dapat 
mendelegasika.n kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 41 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pclaksa.na Kepala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi terse but untuk mewakili Kepala Dinas. 
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Pembina, Go!. IV/ a 
19800317 200003 1 001 

LLM. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 5 l 

SAMSUL BAHRI MAD,JID 

ttd 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
da1am Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. I 

' 
j 

Pasal 43 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pembina, Go!. IV /a 
19800317 200003 1 00 I 

Salinan scsuai dengan aslinya 
KEP . &_ HUKUM, 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BVPATI KOLAKA TIMUR, 

KEPALA DINAS 

I I 

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS 
l'UNGSIONAL 

I . SIJBAG ' 
UMUM& SU BAG. SU BAG. 

PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN 

I I SIOMJG BIOANG SI DANG BIOANG 
GURU e TENAGA PENDIDJKAN DASAR PAUONI& PEMUDA& KEPENOIOIKAN 

DIKMAS 01.AHRAGA 

• I I 

SEKSI SEKSI SEKS! SEKS! GURU & TENAGA PEMBINAAN & .. PEMBINAAN s r- 
KEPENOIO:K.AI\ r- 

KURIKULUM PEM81NAAN & ORGAN SAS! PAUDNI & Dlo<MAS DIKOAS KURIKULUM PAUDNI KEPEMUDAAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI GURU & TENAGA 
r- KEPENDIO!'<AN e- DATA& - PEMBINAAN & - PEMBINAAN 0,<DAS INFORMASI DIKDAS 

K(JRIKULUM DIKMAS KEOLAHRAGAAN 

SEKSI SEKSJ SEKSI SEKSJ - DATA & INFORMASI - SARANA s - SARANA & PRASARANA - PEMBINAAN MINAT. GU Ru PRASARANA OIKOAS PAUONJ s OIKMAS BAKAT & PRESTASI 

I UPTD • 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMMUDAAN DAN OLAHRAGA 

KABVPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAiv\ TIMUR 
: Sl TAHU!, 2016 

: l{i::DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS(, TUGAS D/ 
FUNGSI. SERTA TATA KERJA DlNAS PENDIDll<A 
KEPEMUDMN DAN 0!..AHRI\GA J{A8UJ>ATEN KOLM 
TIMUR. 

LAMPI RAN 
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